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Pembaha•an skripsi ini 3dalah tentang suatu telaah terhadap pelaksanaan 
perkawinan campuran dengan mcnelaahnya berdasarkan Undang-Undang No. 12 
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta kaitannya dengan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pennasalahan yang 
diajukan adalah bagaimana status kcwarganegaraan anak yang dilahirlcan dari basil 
perkawinan campur dan bagaimana halt seorang isteri terhadap harta yang didapat 
dalam perkawinan campur. 

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian sccara 
kepustakaan dan juga pcneUtian lapangan pada Kantor Catatan SipiJ Kota Medan. 

HasiJ penclitian dan pembahasan menjelaskan status kewarganegaman anak 
yang diJahirlcan dari basil perkawinan campur didasarkan kepada Undang-Undang 
No.12 Tahun 2006 Tcntang Kcwarganegaraan RI mcmberikan jaminan 
kewarganegaraan anak dari basil pcrkawinan campuran. Bcrdasarkan kctenruan 
1crsebu1 menyatakan bahwa anak dari basil perkawinan campuran mendapat hak untuk 
mencntukan atau mcmilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika teJah 
mcmenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Hak seorang isteri 
terhadap barta yang didapat daJam perkawinan campur maka apabila perkawinan 
campur tersebut tunduk kepada hukum lndonesia maka barta yang diperoleh selama 
perkawinan dilangsungkan menjadi harta bcrsama antara suami istcri. Mcngcnai harta 
bersama ini salah satu pihak tidak dapat bertindak tanpa kesepakatan kcdua belah 
pihak isteri atau suami tidak dapat be.rtindak untuk melakukan suatu tindakan bulcum 
atas harta bersama tanpa adanya persetujuan, dari suami/isteri. Terkecuali apabila 
perkawinan campur tersebut dilakukan dengan penundukan diri terhadap hukum asing 
di luar hukum Indonesia. 

PasaJ 66 Undang-Undaog Perkawinan No. I Tahun 1974 masih membcrikan 
peluang untuk melangsungkan perkawinan campuran di luar dari pengertian 
perkawinan campuran, yang diatur daJam Undang-Undang Perkawinan No. l Tahun 
1974 dimana adanya perlcawinan bcda agama dan para pihalc tctap pada agamanya. 
Hal ini akan membawa dampak ncgatif di bclakang hari dan juga kerawanan sosial 
yang terdapat di dalam masyarakat. 
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